
Dinas  Kominfo  Sultra  antisipasi
Kebocoran Data
KENDARI,  –  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  (Kominfo)  Provinsi  Sulawesi
Tenggara  (Sultra)  menyelenggarakan  Bimbingan  Teknis  (Bimtek)  Computer
Security Insiden Response Team (CSIRT) di Hotel Qubah 9, Kota Kendari. Rabu,
(16/11/2022).

Kegiatan  itu  bertujuan  meningkatkan  pemahaman  keamanan  informasi  dan
mencegah kebocoran data. Bimtek tersebut diikuti pengelola teknologi informasi
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sultra.

Bimtek dibuka oleh Kepala Dinas Kominfo Prov.  Sultra,  M. Ridwan Badallah,
didampingi  oleh  Sekretaris  Dinas,  Supardin  dan  Kepala  Bidang  Persandian,
Richardin M. Pua.

Penyelenggaraan ini  berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 71 tahun
2019  tentang  Penyelenggaraan  Sistem  dan  Transaksi  Elektronik.  Selain  itu,
diperkuat dengan Peraturan Pemerintah (Permen) Kominfo nomor 11 tahun 2018
tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik.

Dari kedua regulasi tersebut diatas, kemudian muncul Peraturan Badan Siber dan
Sandi  Negara  (BSSN)  nomor  10  Tahun  2019  tentang  Persandian  untuk
Pengamanan  Informasi  di  Pemerintahan  Daerah.

“Sebagai upaya Pemerintah Provinsi Sultra dalam meningkatkan Sumber Daya
Manusia (SDM) dalam mencegah dan menanggulangi insiden keamanan siber
yang mengancam aset-aset tritikal Pemerintah Daerah,” kata Richardin M. Pua,
pada Laporannya.

Pemerintah  Prov.  Sultra  melalui  Diskominfo  bersama  BSSN  membentuk
SULTRAPROV-CSIRT  dengan  tugas  utama,  adalah  menerima,  meninjau  dan
menanggapi laporan dan aktivitas insiden keamanan siber.

Selain itu, untuk memberikan pengetahuan mengenai CSIRT, narasumber yang
berasal dari BSSN RI, yakni; Achmad Ridho,S.Tr.TP dan Aprita Danang Permana,
S.ST., M.Kom, keduanya adalah Sandiman Muda.

https://www.sultranet.com/dinas-kominfo-sultra-antisipasi-kebocoran-data/
https://www.sultranet.com/dinas-kominfo-sultra-antisipasi-kebocoran-data/


Kepala Dinas Kominfo Sultra, M. Ridwan Badallah, mengatakan, kebocoran data
merupakan kondisi dimana data seseorang diakses tanpa izin. Data tersebut bisa
berisi data personal maupun data suatu lembaga atau instansi. Kebocoran data
bisa terjadi akibat pengelabuan (phising), menggunakan software ilegal dan lain
sebagainya.

“Perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat cepat di era digital saat ini, dan
untuk  pengamanan  data  pemerintah  maupun  data  pribadi,  maka  diperlukan
sistem pengamanan informasi yang handal dan kuat,” Imbuh M. Ridwan Badallah.

Selain  itu,  M.  Ridwan Badallah,  menyampaikan,  bahwa,  SULTRAPROV-CSIRT
perlu dikuatkan dan ditingkatkan, sehingga sistim pengamanannya dapat bekerja
dengan baik, agar dapat menganalisa sedini mungkin insiden siber yang terjadi
pada server pemerintah.

“Kepada peserta agar mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, agar ilmu
yang disampaikan narasumber dapat diserap serta dapat diaplikasikan,” Pungkas
M. Ridwan Badallah. (**)

 


